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Abstrak

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat ikut serta dalam menjalankan roda
pemerintahan dengan cara mengutus perwakilanperwakilan. Sedangkan pemilu merupakan suatu cara
dalam memilih seorang wakil yang diutus untuk menjadi bagian dari pemerintahan yang berfungsi
menyampaikan aspirasi dan memegang teguh amanat rakyat guna tercapainya kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Secara umum Pemilu merupakan representasi dari konsep demokrasi yang menjamin
kedaulatan rakyat, kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan berkeadilan yang harus
dilaksanakan oleh pejabat negara. Salah satu ciri Negara Demokrasi adalah implementasinya pemilihan
umum berkala dan terjadwal. Itu sebabnya, tidak pemilihan umum tidak ada demokrasi di suatu negara
bagian. Jadi, untuk memastikan Kualitas demokrasi suatu negara dapat terjamin dengan adanya pemilihan
umum, maka dilaksanakanlah pemilihan umum harus dilakukan secara berkualitas. Pada dasarnya,
pemilihan umum adalah terwujudnya fungsi rekrutmen politik yang seharusnya yang ada dalam sistem
demokrasi. Jadi secara teoritis bersifat umum Sistem pemilu biasanya mengandung pola pemungutan suara
yang memberi kemungkinan bagi pemilih dalam menentukan pilihannya, dalam memilih partai atau
kandidat dalam pemilihan umum. Di jantung Soalnya, demokrasi merupakan sistem politik yang tertinggi
kekuasaan dipegang oleh rakyat, bukan oleh raja atau bangsawan.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilu, Rakyat, Negara.

Abstarct

Democracy is a system of government where the people participate in running the government by sending
representatives. Meanwhile, elections are a way of electing a representative who is sent to be part of the
government whose function is to convey aspirations and uphold the mandate of the people in order to
achieve prosperity and welfare of the people. In general, elections are a representation of the concept of
democracy which guarantees people's sovereignty, freedom of opinion, equality in all matters and justice
which must be implemented by state officials. One of the characteristics of a democratic country is the
implementation of regular and scheduled general elections. That is why, without general elections there
is no democracy in a state. So, to ensure that the quality of a country's democracy can be guaranteed by
holding general elections, general elections must be carried out in a quality manner. Basically, general
elections are the realization of the political recruitment function that should exist in a democratic system.
So theoretically it is general. Election systems usually contain voting patterns that give voters the
possibility to determine their choice, to choose a party or candidate in the general election. At the heart
of the matter, democracy is a political system in which the highest power is held by the people, not by the
king or nobles.

Keywords: Democracy, Elections, People, Country.

PENDAHULUAN

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para
wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan
ini bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di
lembaga legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota
legislatif, sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang
pemenang berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem
pemilihan ini pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan
pembagian kursi. Sistem Pemilu yang diterapkan masih merupakan sistem proporsional yang
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membedakan dengan sistem distrik. Tetapi, pada praktiknya semakin mengarah ke sistem distrik,
sebagai konsekuensi dari derivasi sistem proporsional tertutup (1999) ke “setengah terbuka” atau
sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (2004), hingga ke sistem proporsional terbuka
murni (2009).

Pemilu di Indonesia pertama kali pada tahun 1955, pada tahun ini pemilu pertama
yang diselenggarakan bangsa indonesia yang baru berusia 10 tahun, pemilu 1955 dilaksanakan
pada masa demokrasi parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap, pemungutan suara
dilakukan 2 kali yaitu untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 september 1955 dan untuk
memilih anggot konstituante pada tanggal 15 desember 1955.

Pada tahun 1966 sistem demokrasi di Indonesia mengalami perubahan dengan berakhirnya
Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi Terpimpin dan
lahirnya Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto dengan demokrasi Pancasila.
Pada masa Orde Baru ditandai dengan penempatan negara sebagai aktor tunggal, sebagaimana
telah disahkan secara tegas dengan seluruh birokrasi dan militernya demi kepentingan
pembangunan dan politik. Di sinilah terjadi pergeseran model demokrasi diganti dengan sistem
feodalisme yang bertujuan untuk meyatukan birokrasi negara dan militer dalam satu komando
serta menyingkirkan partai massa yang dianggap membahayakan stabilitas kekuasaannya.

Peralihan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada BJ. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
Masa Reformasi menjadi babak baru untuk menghidupkan kembali demokrasi yang telah lama
terdominasi oleh sistem politik central. Pada masa Reformasi demokrasi mulai bersemi dalam
sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang ditandai dengan perombakan sistem hukum
Indonesia, termasuk membentuk Undang-undang Pemilu, partai politik dan dudukan Parlemen.
Hal ini didukung dengan disahkannya Undang-undkxang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai
Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu dan Undang-undang Nomor 4
Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR, MPR dan DPRD. UUD 1945 juga ikut
diamandemen sampai 4 kali perubahan pasca Pemilu tahun 1999.

Pemilu pertama masa Reformasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 berdasarkan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dengan asas demokratis, yaitu:
langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur, adil (Luber dan Jurdil). Pelaksanaan pemilihan
anggota legislatif menggunakan sistem proporsional dengan daftar calon tertutup yang diikuti 48
partai politik dengan penghitungan suara terbanyak dari setiap daerah tingkat Il dan mendapatkan
minimal 1 kursi di DPR RI sebagai bentuk keterwakilan.

Pemilu 2004 adalah upaya pemerintah mewujudkan sistem Presidensil, di mana rakyat
dapat memilih langsung Presiden dan Wakil Presiden. Namun, dalam pelaksanaannya Pemilu
2004 banyak terjadi pelanggaran, baik dari money politics, intimidasi, teror politik maupun
manipulasi penghitungan suara, hal ini ditandai dengan terjadinya penolakan pengesahan dari
beberapa partai terhadap hasil pemungutan suara Pemilu legislatif tahun 2004 karena dianggap
terdapat kecurangan.

Pemilu 2014 diikuti dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden maka Pemilu
dilaksanakan hanya satu putaran karena telah memenuhi syarat 50% suara. Hasil akhir Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 dimenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla
dengan perolehan 70.997.833 suara atau 53,15%

Pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
X1/2013 Hasil Judicial Review Atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden dan diperkuat dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum. Peserta. Pemilu 2019 diikuti 14 partai politik dan hanya 9 partai yang
mendapatkan kursi di Parlemen. Hasil akhir pemilihan legislatif dimenangkan oleh PDI
Perjuangan dengan perolehan 27.053.961 suara dan mendapatkan 128 kursi di Parlemen47 dan
hasil akhir pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dimenangkan pasangan Joko Widodo-KH.
Ma’ruf Amin dengan perolehan 85.607.362 suara atau 55,50%
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METODOLOGI

Dalam studi ini, peneliti mengadopsi pendekatan kualitatif dan melakukan analisis melalui
studi literatur. Sumber data yang digunakan berasal dari karya tulis seperti buku, artikel, dan jurnal
yang relevan, serta informasi dari sumber online yang terpercaya. Dengan menggunakan metode
ini, peneliti membaca dan mengkaji berbagai sumber informasi untuk mendapatkan pemahaman
yang mendalam tentang topik yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan antara sistem pemungutan suara pada Pemilu tahun 2019 dan 2024 bisa
mencakup beberapa aspek utama seperti teknologi yang digunakan, keamanan, partisipasi pemilih,
dan efisiensi. Berikut adalah beberapa perbandingan yang mungkin relevan:
1. Teknologi Pemungutan Suara:

Tahun 2019: Pada tahun 2019, sistem pemungutan suara masih banyak menggunakan
metode manual seperti pemungutan suara secara langsung di tempat pemungutan suara (TPS) dan
penghitungan manual oleh KPPS.

Tahun 2024: Pada tahun 2024, terdapat kemungkinan adopsi teknologi yang lebih canggih
seperti pemungutan suara elektronik (e-voting) atau aplikasi pemungutan suara online yang dapat
meningkatkan efisiensi dan akurasi pemungutan suara.

2. Keamanan Sistem Pemungutan Suara:

Tahun 2019: Keamanan sistem pemungutan suara menjadi sorotan penting dengan isu-isu
potensial seperti kecurangan, manipulasi suara, atau gangguan pada proses penghitungan suara
manual.

Tahun 2024: Dengan adopsi teknologi, perhatian terhadap keamanan data dan proses
pemungutan suara menjadi lebih intensif. Sistem keamanan digital, enkripsi, dan pengawasan
secara real-time mungkin menjadi fokus utama.

3. Partisipasi Pemilih:

Tahun 2019: Tingkat partisipasi pemilih dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti
ketersediaan sarana dan prasarana, jarak ke TPS, dan tingkat kesadaran politik.

Tahun 2024: Diharapkan adanya upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui
inovasi teknologi, kampanye informasi yang lebih luas, dan kemudahan akses pemungutan suara.
4. Efisiensi dan Akurasi:

Tahun 2019: Proses manual pada tahun 2019 memiliki potensi untuk kesalahan
penghitungan atau kecurangan yang dapat mempengaruhi akurasi hasil pemilu.

Tahun 2024: Dengan teknologi, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi dan akurasi dalam
proses pemungutan suara dan penghitungan hasil, mengurangi potensi kesalahan dan
meningkatkan kepercayaan publik.

5. Transparansi dan Pengawasan:

Tahun 2019: Pengawasan terhadap proses pemungutan suara manual membutuhkan upaya
ekstra untuk memastikan transparansi dan integritas.

Tahun 2024: Adopsi teknologi dapat memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan
transparan, misalnya dengan sistem pencatatan suara digital yang terverifikasi.

6. Keterbukaan Informasi:

Tahun 2019: Informasi mengenai calon, program, dan platform politik mungkin tersebar
melalui media tradisional dan sosial, namun tingkat keterbukaan informasi bisa bervariasi.

Tahun 2024: Diharapkan adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan keterbukaan
informasi terkait dengan proses pemilu, termasuk informasi mengenai kandidat, visi-misi, dan
platform politiknya.

7. Pendidikan Pemilih:

Tahun 2019: Program pendidikan pemilih seperti debat kandidat, sosialisasi pemilu, dan

edukasi pemilih mungkin telah dilakukan, tetapi tingkat efektivitasnya bisa beragam.
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Tahun 2024: Diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan
partisipasi pemilih melalui pendidikan pemilih yang lebih intensif dan terarah.
8. Respons Terhadap Permasalahan:

Tahun 2019: Tindak lanjut terhadap masalah atau kontroversi yang muncul selama proses
pemilu mungkin memerlukan waktu dan proses yang kompleks.

Tahun 2024: Diharapkan adanya respons yang lebih cepat dan efektif terhadap permasalahan
yang muncul selama proses pemilu, termasuk penanganan klaim kecurangan atau sengketa hasil
pemilu.

9. Keterlibatan Teknologi dan Inovasi:

Tahun 2019: Pemakaian teknologi dalam pemilu mungkin masih dalam tahap awal atau
terbatas pada beberapa aspek tertentu.

Tahun 2024: Dengan perkembangan teknologi yang lebih maju, diharapkan terjadi
keterlibatan teknologi dan inovasi yang lebih luas dalam seluruh proses pemilu, dari pendukung
kampanye hingga pemungutan dan penghitungan suara.

10. Evaluasi dan Perbaikan Sistem:

Tahun 2019: Evaluasi terhadap proses pemilu dilakukan setelah pemilu selesai, dan
perbaikan sistem mungkin dilakukan untuk pemilu berikutnya.

Tahun 2024: Diharapkan adanya evaluasi yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan
terhadap proses pemilu, serta perbaikan sistem yang berkesinambungan berdasarkan hasil evaluasi
tersebut.

11. Peran Media dan Sosial:

Tahun 2019: Media tradisional dan sosial memiliki peran yang signifikan dalam
menyebarkan informasi terkait pemilu, namun mungkin juga rentan terhadap disinformasi atau
propaganda.

Tahun 2024: Diharapkan adanya upaya lebih besar untuk mengontrol disinformasi dan
mempromosikan fakta-fakta yang akurat melalui kerjasama dengan media dan platform sosial,
serta peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya sumber informasi yang dapat dipercaya.
12. Partisipasi Kelompok Minoritas:

Tahun 2019: Kelompok minoritas mungkin menghadapi hambatan tertentu dalam partisipasi
pemilu, baik dari segi akses maupun representasi.

Tahun 2024: Diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi dan
representasi kelompok minoritas dalam proses pemilu, termasuk program-program yang
mendukung hak suara mereka dan memastikan representasi yang lebih adil.

13. Keterlibatan Pemuda:

Tahun 2019: Pemuda seringkali dianggap sebagai salah satu kelompok yang kurang
berpartisipasi dalam pemilu, dengan tantangan seperti kurangnya informasi atau motivasi politik.

Tahun 2024: Peran dan partisipasi pemuda diharapkan meningkat melalui kampanye-
kampanye khusus, edukasi politik yang lebih intensif, dan peluang partisipasi aktif dalam proses
politik.

14. Keberlanjutan Lingkungan:

Tahun 2019: Isu-isu lingkungan seperti penggunaan kertas dalam proses pemungutan suara
atau dampak aktivitas kampanye terhadap lingkungan mungkin menjadi perhatian sekunder.

Tahun 2024: Diharapkan adanya perhatian lebih besar terhadap keberlanjutan lingkungan
dalam semua aspek pemilu, mulai dari penggunaan teknologi ramah lingkungan hingga
pengurangan limbah dalam kampanye politik.

15. Pemberdayaan Perempuan:

Tahun 2019: Peran perempuan dalam pemilu, baik sebagai pemilih maupun kandidat,
mungkin menghadapi tantangan seperti bias gender atau kurangnya representasi.

Tahun 2024: Diharapkan adanya upaya yang lebih besar untuk pemberdayaan perempuan
dalam proses pemilu, termasuk peningkatan jumlah kandidat perempuan, akses yang lebih mudah
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bagi pemilih perempuan, dan penghapusan hambatan-hambatan gender dalam politik.

Perbandingan ini mencakup aspek-aspek yang lebih luas dalam konteks pemilu dari tahun
2019 ke 2024, dengan fokus pada keterlibatan media, partisipasi kelompok minoritas, keterlibatan
pemuda, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Setiap perubahan atau
perbaikan dalam aspek-aspek ini dapat memengaruhi integritas dan representasi pemilu secara
keseluruhan.

Perubahan dan Kemajuan dalam Sistem Pemungutan Suara: Perbandingan antara Pemilu
Tahun 2019 dan 2024

Sistem pemungutan suara merupakan salah satu pilar utama dalam proses demokrasi yang
memungkinkan warga negara untuk mengambil bagian dalam penetapan kebijakan melalui
pemilihan umum. Seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika sosial-politik, perubahan
dan kemajuan dalam sistem pemungutan suara menjadi penting untuk meningkatkan integritas,
efisiensi, dan partisipasi dalam proses demokrasi. Dalam konteks ini, perbandingan antara pemilu
tahun 2019 dan 2024 menjadi relevan untuk mengidentifikasi perkembangan serta tantangan yang
dihadapi dalam sistem pemungutan suara.

1. Adopsi Teknologi dalam Pemungutan Suara:

Pada pemilu tahun 2019, metode pemungutan suara masih banyak mengandalkan proses
manual seperti penggunaan kertas dan penghitungan suara secara manual oleh petugas KPPS
(Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara). Hal ini rentan terhadap kesalahan penghitungan
dan manipulasi suara. Namun, pada pemilu tahun 2024, terjadi kemajuan dengan adopsi teknologi
yang lebih canggih seperti e-voting atau pemungutan suara online. Teknologi ini tidak hanya
meningkatkan efisiensi dalam proses pemungutan suara tetapi juga mengurangi potensi kesalahan
dan kecurangan.

2. Keamanan Data dan Transparansi:

Perkembangan teknologi juga membawa perhatian yang lebih besar terhadap keamanan data
dan transparansi dalam proses pemungutan suara. Pada pemilu tahun 2019, keamanan data masih
menjadi perhatian dengan isu-isu potensial seperti kecurangan, manipulasi suara, atau gangguan
pada proses penghitungan suara manual. Namun, pada pemilu tahun 2024, terjadi peningkatan
keamanan data dengan adopsi teknologi enkripsi, verifikasi digital, dan pengawasan secara real-
time. Hal ini meningkatkan transparansi dan integritas proses pemungutan suara.

3. Partisipasi Pemilih dan Pemberdayaan Masyarakat:

Salah satu tujuan utama dari pemungutan suara adalah untuk meningkatkan partisipasi
pemilih dan pemberdayaan masyarakat dalam proses demokrasi. Pada pemilu tahun 2019, tingkat
partisipasi pemilih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketersediaan sarana dan prasarana,
jarak ke TPS, dan tingkat kesadaran politik. Namun, pada pemilu tahun 2024, terjadi upaya yang
lebih besar untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui inovasi teknologi, kampanye
informasi yang lebih luas, dan kemudahan akses pemungutan suara. Selain itu, pemberdayaan
masyarakat juga ditingkatkan melalui program-program edukasi pemilih, debat kandidat, dan
promosi hak suara sebagai bagian dari kewajiban demokratis.

4. Efisiensi, Akurasi, dan Respons Terhadap Permasalahan:

Dengan adopsi teknologi, terjadi peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses
pemungutan suara dan penghitungan hasil. Hal ini mengurangi potensi kesalahan dan
meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas hasil pemilu. Selain itu, respons terhadap
permasalahan yang muncul selama proses pemilu juga menjadi lebih cepat dan efektif dengan
adanya teknologi yang memungkinkan pengawasan real-time dan penanganan sengketa secara
transparan.

5. Implikasi Sosial-Politik dan Tantangan ke Depan:

Meskipun terdapat kemajuan dalam sistem pemungutan suara dari pemilu tahun 2019 ke
2024, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi. Misalnya, penggunaan teknologi harus
diimbangi dengan perlindungan terhadap keamanan data dan privasi pemilih. Selain itu,
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pemberdayaan kelompok minoritas, pemuda, dan perempuan dalam proses pemilu juga perlu
diperkuat untuk mencapai representasi yang lebih adil dalam sistem politik.
6. Keterbukaan Informasi dan Penanganan Disinformasi:

Perubahan teknologi dalam pemungutan suara juga mempengaruhi keterbukaan informasi
dan penanganan disinformasi. Pada pemilu tahun 2019, informasi terkait kandidat dan platform
politik tersebar melalui media tradisional dan sosial, namun rentan terhadap disinformasi, hoaks,
atau propaganda. Di sisi lain, pada pemilu tahun 2024, terjadi upaya yang lebih besar untuk
mengontrol disinformasi dan mempromosikan fakta-fakta yang akurat melalui kerjasama dengan
media dan platform sosial, serta peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya sumber
informasi yang dapat dipercaya.

7. Pemberdayaan Kelompok Minoritas dan Pemuda:

Pada pemilu tahun 2019, kelompok minoritas mungkin menghadapi hambatan dalam
partisipasi pemilih, baik dari segi akses maupun representasi. Demikian juga dengan pemuda,
seringkali dianggap sebagai kelompok yang kurang berpartisipasi dalam pemilu. Namun, pada
pemilu tahun 2024, terjadi upaya yang lebih besar untuk meningkatkan partisipasi dan representasi
kelompok minoritas dan pemuda dalam proses pemilu. Program-program khusus, edukasi politik
yang lebih intensif, dan peluang partisipasi aktif menjadi fokus dalam memperkuat pemberdayaan
kelompok-kelompok ini.

8. Keberlanjutan Lingkungan dan Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan:

Selain aspek sosial dan politik, keberlanjutan lingkungan juga menjadi perhatian dalam
pemungutan suara. Pada pemilu tahun 2019, isu-isu lingkungan seperti penggunaan kertas dalam
proses pemungutan suara atau dampak aktivitas kampanye terhadap lingkungan mungkin menjadi
perhatian sekunder. Namun, pada pemilu tahun 2024, terjadi peningkatan perhatian terhadap
keberlanjutan lingkungan dengan penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam seluruh proses
pemungutan suara. Pengurangan limbah, penghematan energi, dan pendekatan berkelanjutan
menjadi bagian dari upaya untuk menjaga lingkungan.

9. Pemberdayaan Perempuan dalam Politik:

Partisipasi perempuan dalam politik dan pemilu juga menjadi fokus perubahan dan
kemajuan dalam sistem pemungutan suara. Pada pemilu tahun 2019, peran perempuan mungkin
terbatas dan menghadapi hambatan seperti bias gender atau kurangnya representasi. Namun, pada
pemilu tahun 2024, terjadi upaya yang lebih besar untuk pemberdayaan perempuan dalam politik.
Peningkatan jumlah kandidat perempuan, akses yang lebih mudah bagi pemilih perempuan, dan
penghapusan hambatan-hambatan gender menjadi bagian dari agenda untuk mencapai
representasi yang lebih inklusif dan adil.

10. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:

Perubahan dan kemajuan dalam sistem pemungutan suara dari tahun 2019 ke 2024
memerlukan evaluasi yang berkelanjutan dan perbaikan yang berkesinambungan. Evaluasi
terhadap efektivitas teknologi, partisipasi pemilih, keamanan data, dan respons terhadap masalah
menjadi penting untuk memperbaiki sistem dan memperkuat integritas pemungutan suara di masa
mendatang. Kesadaran akan tantangan yang dihadapi dan keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan dalam proses evaluasi dan perbaikan akan menjadi kunci keberhasilan dalam
membangun sistem pemungutan suara yang efektif dan inklusif.

11. Pengelolaan Konflik dan Peningkatan Keadilan Pemilu:

Perubahan dan kemajuan dalam sistem pemungutan suara juga memperhatikan pengelolaan
konflik dan peningkatan keadilan dalam pemilu. Pada pemilu tahun 2019, potensi konflik politik
atau sengketa hasil pemilu menjadi perhatian utama yang memerlukan penanganan yang cermat.
Namun, pada pemilu tahun 2024, terjadi upaya yang lebih sistematis dalam pengelolaan konflik
dengan pendekatan yang inklusif dan dialogis. Selain itu, peningkatan keadilan pemilu, termasuk
akses yang adil bagi semua pemilih dan perlindungan hak suara, menjadi prioritas dalam
memperkuat integritas pemilu.
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12. Pengembangan Sistem Pemilu yang Berkelanjutan:

Perubahan teknologi dan dinamika sosial-politik juga memengaruhi pengembangan sistem
pemilu yang berkelanjutan. Pada pemilu tahun 2019, masih terdapat ruang untuk peningkatan
dalam pengembangan sistem pemilu yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Namun, pada
pemilu tahun 2024, terjadi perkembangan lebih lanjut dalam penggunaan teknologi, pembaruan
regulasi pemilu, dan pengoptimalan proses pemungutan suara. Hal ini mengarah pada
pengembangan sistem pemilu yang lebih adaptif dan tangguh dalam menghadapi tantangan
zaman.

13. Pengawasan Publik dan Keterlibatan Masyarakat:

Perubahan yang signifikan dalam sistem pemungutan suara adalah peningkatan pengawasan
publik dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu. Pada pemilu tahun 2019, pengawasan
publik mungkin masih terbatas pada lembaga-lembaga formal atau instansi pemerintah. Namun,
pada pemilu tahun 2024, terjadi peningkatan pengawasan publik melalui partisipasi aktif
masyarakat dalam pemantauan pemilu, pelaporan kecurangan, dan advokasi untuk pemilu yang
bersih dan adil. Keterlibatan masyarakat secara luas menjadi modal penting dalam menjaga
integritas dan akuntabilitas pemilu.

14. Tantangan dan Peluang dalam Pemilu Digital:

Dengan adopsi teknologi digital dalam pemilu, juga muncul tantangan dan peluang yang
perlu diatasi. Tantangan seperti keamanan data, aksesibilitas teknologi bagi kelompok rentan, dan
potensi manipulasi elektronik memerlukan penanganan yang hati-hati. Namun, peluang untuk
meningkatkan efisiensi, akurasi, dan partisipasi melalui pemilu digital juga menjadi daya tarik
yang perlu dimanfaatkan secara optimal.

15. Evaluasi Dampak Sosial dan Politik:

Penting untuk melakukan evaluasi dampak sosial dan politik dari perubahan dan kemajuan
dalam sistem pemungutan suara. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap perubahan pola
partisipasi pemilih, dinamika politik pasca-pemilu, dan efektivitas kebijakan yang dihasilkan dari
proses pemilu. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap dampak sosial dan politik, dapat
dilakukan langkah-langkah perbaikan yang lebih terarah dan berkelanjutan dalam sistem
pemungutan suara.

16. Kolaborasi Antarlembaga dan Pihak Terkait:

Perubahan dan kemajuan dalam sistem pemungutan suara membutuhkan kolaborasi yang
kuat antara lembaga-lembaga terkait, pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat sipil.
Kolaborasi ini meliputi pembaharuan regulasi, penerapan teknologi, pelatihan petugas pemilu,
kampanye informasi, dan pengawasan pemilu. Dengan kolaborasi yang efektif, dapat tercipta
sistem pemungutan suara yang lebih transparan, inklusif, dan akuntabel.

Perubahan dan kemajuan dalam sistem pemungutan suara dari pemilu tahun 2019 ke 2024
mencerminkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan integritas, partisipasi, keadilan, dan
responsifitas dalam proses demokrasi. Meskipun terdapat tantangan dan kompleksitas yang perlu
diatasi, potensi untuk membangun sistem pemungutan suara yang lebih efektif dan inklusif terbuka
lebar. Dengan komitmen bersama dari semua pihak terkait, pemilu dapat menjadi instrumen yang
lebih kuat dalam menjaga stabilitas politik, keadilan sosial, dan keberlanjutan demokrasi.
Tingkat Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu: Perbandingan antara Tahun 2019 dan
2024

Pemilihan umum (pemilu) merupakan proses krusial dalam demokrasi yang memungkinkan
warga negara untuk memberikan suara mereka dalam menentukan perwakilan dan kebijakan
pemerintah. Tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu menjadi indikator penting dalam
menilai keberhasilan dan integritas dari proses demokratis tersebut. Dalam konteks perbandingan
antara pemilu tahun 2019 dan 2024, beberapa aspek penting dapat dianalisis untuk mengevaluasi
tingkat akuntabilitas yang dicapai.

1. Transparansi Proses Pemilu:
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Transparansi merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan akuntabilitas dalam
pelaksanaan pemilu. Pada pemilu tahun 2019, upaya transparansi mungkin telah dilakukan melalui
pengumuman terbuka tentang jadwal pemungutan suara, proses perhitungan suara, dan
pengumuman hasil. Namun, masih terdapat ruang untuk peningkatan, terutama dalam akses
informasi bagi masyarakat dan pemantau eksternal.

Pada pemilu tahun 2024, diharapkan terjadi peningkatan signifikan dalam transparansi
proses pemilu. Adopsi teknologi informasi yang lebih canggih dapat memungkinkan publik untuk
mengakses informasi secara real-time, termasuk data suara yang telah tercatat dan hasil sementara.
Selain itu, publikasi laporan transparansi yang menyeluruh tentang tahapan pemilu, dana
kampanye, dan sumber pendanaan partai politik juga menjadi penting untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat.

2. Integritas Penyelenggara Pemilu:

Tingkat integritas penyelenggara pemilu memiliki dampak langsung terhadap akuntabilitas
proses pemilu. Pada pemilu tahun 2019, tantangan mungkin muncul dalam hal penegakan etika,
pengawasan internal, dan tindakan preventif terhadap pelanggaran atau kecurangan. Kepercayaan
publik terhadap integritas penyelenggara pemilu sangat memengaruhi kepercayaan mereka
terhadap hasil pemilu.

Di sisi lain, pemilu tahun 2024 menuntut peningkatan yang signifikan dalam integritas
penyelenggara pemilu. Seleksi petugas KPPS yang lebih ketat, pelatihan yang lebih intensif
tentang etika dan tata kelola pemilu, serta pengawasan internal yang lebih ketat menjadi langkah-
langkah yang perlu diperkuat. Dengan demikian, pemilih dan pemantau pemilu akan memiliki
kepercayaan yang lebih besar terhadap proses pemilu.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:

Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu merupakan indikator penting dari
akuntabilitas. Pada pemilu tahun 2019, mungkin terdapat variasi dalam tingkat partisipasi
masyarakat tergantung pada kesadaran politik, ketersediaan sumber daya, dan dukungan dari
pemerintah dan lembaga terkait.

Pada pemilu tahun 2024, peran masyarakat dalam pengawasan pemilu diharapkan semakin
diperkuat. Program pelatihan pengawas pemilu, penyediaan platform pelaporan keluhan atau
pelanggaran, dan kerjasama aktif antara pemerintah, lembaga pemantau pemilu, dan masyarakat
sipil menjadi kunci dalam meningkatkan partisipasi dan responsifitas terhadap masalah yang
muncul.

4. Respons Terhadap Sengketa atau Keluhan:

Tingkat responsifitas dan kualitas penanganan terhadap sengketa atau keluhan juga
mencerminkan tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Pada pemilu tahun 2019, proses
penyelesaian sengketa atau keluhan mungkin telah dilakukan, namun ada ruang untuk peningkatan
dalam hal kecepatan, transparansi, dan keadilan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Pada pemilu tahun 2024, diharapkan terjadi perbaikan yang signifikan dalam respons
terhadap sengketa atau keluhan. Mekanisme penyelesaian yang lebih terstruktur, proses yang
terbuka dan adil, serta keterlibatan aktif pemantau pemilu atau lembaga independen dalam
evaluasi sengketa menjadi kunci dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu.
Dampak dari Perbedaan Sistem Pemungutan Suara untuk Akuntabilitas dalam Pemilu
Tahun 2019 dan 2024

Pemilu adalah salah satu pilar utama dalam menjaga demokrasi dan keadilan politik dalam
suatu negara. Sistem pemungutan suara menjadi salah satu elemen kunci dalam menentukan
integritas dan akuntabilitas dari proses pemilu. Perubahan sistem pemungutan suara dari tahun
2019 ke 2024 memberikan dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas pemilu. Dalam makalah
ini, akan dibahas mengenai dampak dari perbedaan sistem pemungutan suara untuk tingkat
akuntabilitas dalam pemilu tahun 2019 dan 2024.

1. Transparansi Proses Pemungutan Suara:
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- Pemilu Tahun 2019:

Pada tahun 2019, transparansi proses pemungutan suara mungkin masih memiliki tantangan
dalam hal akses informasi yang terbuka bagi masyarakat dan pemantau pemilu. Sistem
pemungutan suara konvensional mungkin tidak sepenuhnya memfasilitasi transparansi yang
optimal.

- Pemilu Tahun 2024:

Adopsi teknologi informasi yang lebih canggih dalam pemilu tahun 2024 dapat
meningkatkan tingkat transparansi proses pemungutan suara. Sistem pemungutan suara elektronik
atau digital dapat memberikan akses real-time kepada publik untuk memantau proses pemilu
secara langsung.

2. Integritas Penyelenggara Pemilu:
- Pemilu Tahun 2019:

Integritas penyelenggara pemilu pada tahun 2019 mungkin masih menjadi perhatian dengan
potensi risiko kecurangan atau pelanggaran etika dalam proses pemungutan suara. Pengawasan
internal dan eksternal perlu diperkuat.

- Pemilu Tahun 2024:

Perubahan sistem pemungutan suara dapat berdampak pada peningkatan integritas
penyelenggara pemilu. Penggunaan teknologi yang lebih maju dapat mengurangi potensi
manipulasi atau kecurangan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses
pemilu.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:
- Pemilu Tahun 2019:

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu pada tahun 2019 mungkin bervariasi
tergantung pada tingkat kesadaran politik dan ketersediaan platform untuk melaporkan
pelanggaran.

- Pemilu Tahun 2024:

Dengan perubahan sistem pemungutan suara yang lebih terbuka dan transparan, partisipasi
masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat meningkat. Teknologi juga dapat digunakan untuk
memfasilitasi pelaporan keluhan atau pelanggaran secara lebih efisien.

4. Respons Terhadap Sengketa atau Keluhan:
- Pemilu Tahun 2019:

Respons terhadap sengketa atau keluhan mungkin masih menghadapi tantangan dalam hal
kecepatan dan transparansi penyelesaian. Proses penanganan sengketa perlu lebih diperjelas dan
dipermudah.

- Pemilu Tahun 2024:

Dengan sistem pemungutan suara yang lebih terstruktur dan transparan, respons terhadap
sengketa atau keluhan dapat menjadi lebih cepat dan adil. Masyarakat dapat melihat secara
langsung bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan.

- Pemilu Tahun 2019:

Keterlibatan pihak eksternal dan internasional dalam pemantauan pemilu mungkin telah
dilakukan, namun tingkat keterlibatan dan efektivitas dalam memberikan rekomendasi perbaikan
dapat bervariasi.

- Pemilu Tahun 2024:

Perubahan sistem pemungutan suara dan peningkatan transparansi dapat memperkuat
keterlibatan pihak eksternal dan internasional dalam pemantauan pemilu. Evaluasi independen
mereka dapat menjadi landasan bagi perbaikan sistem pemilu di masa mendatang.

5. Penggunaan Teknologi dalam Verifikasi Suara:
- Pemilu Tahun 2019:

Penggunaan teknologi mungkin belum sepenuhnya dioptimalkan dalam verifikasi suara dan

pemantauan real-time proses pemungutan suara.
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- Pemilu Tahun 2024:

Sistem pemungutan suara elektronik atau digital pada tahun 2024 memungkinkan
penggunaan teknologi untuk verifikasi suara secara lebih efisien dan akurat. Data suara digital
yang dapat diverifikasi dapat meningkatkan kepercayaan terhadap hasil pemilu.

6. Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal:
- Pemilu Tahun 2019:

Sistem pengawasan internal dan eksternal mungkin telah ada, tetapi masih memerlukan
peningkatan dalam hal keterbukaan, independensi, dan efektivitas.
- Pemilu Tahun 2024:

Perubahan sistem pemungutan suara dapat mendukung penguatan pengawasan internal dan
eksternal. Keterlibatan aktif lembaga pemantau pemilu, LSM, dan lembaga independen lainnya
dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam proses pemilu.

7. Evaluasi Terhadap Kinerja Sistem Pemungutan Suara:
- Pemilu Tahun 2019:

Evaluasi terhadap kinerja sistem pemungutan suara mungkin telah dilakukan, namun belum
tentu mencakup semua aspek yang penting untuk meningkatkan akuntabilitas.
- Pemilu Tahun 2024:

Adanya perbedaan sistem pemungutan suara memungkinkan untuk evaluasi yang lebih
mendalam terhadap kinerja sistem tersebut. Data-data yang dihasilkan dapat menjadi dasar untuk
perbaikan sistem di masa depan.

Perbedaan sistem pemungutan suara antara pemilu tahun 2019 dan 2024 memiliki dampak
yang luas terhadap tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adopsi teknologi yang
lebih canggih, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta evaluasi yang mendalam
terhadap kinerja sistem, diharapkan pemilu tahun 2024 dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang
lebih tinggi, mendukung proses demokratis yang berkualitas, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap hasil pemilu.

Perbedaan sistem pemungutan suara antara pemilu tahun 2019 dan 2024 memiliki dampak
yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adopsi
teknologi yang lebih canggih dan sistem yang lebih transparan, diharapkan akuntabilitas dalam
pemilu tahun 2024 dapat meningkat, memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses demokratis
yang berkualitas dan adil.

Evaluasi Terhadap Keberhasilan Sistem Pemungutan Suara dan Akuntabilitas Pemilu
Tahun 2019 dan 2024

Sistem pemungutan suara merupakan fondasi utama dalam pelaksanaan pemilu yang
transparan, adil, dan akuntabel. Evaluasi terhadap keberhasilan sistem pemungutan suara menjadi
krusial untuk menilai akuntabilitas pemilu dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis.
Dalam makalah ini, akan dibahas evaluasi terhadap keberhasilan sistem pemungutan suara dan
akuntabilitas pemilu tahun 2019 dan 2024.

1. Evaluasi Keberhasilan Sistem Pemungutan Suara:
Pemilu Tahun 2019:
a. Transparansi: Evaluasi terhadap tingkat transparansi proses pemungutan suara, termasuk
akses informasi, pemantauan real-time, dan kejelasan prosedur.
b. Integritas: Penilaian terhadap integritas penyelenggara pemilu, kecukupan pengawasan, dan
pencegahan kecurangan atau manipulasi.
c. Partisipasi: Evaluasi terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan, pelaporan
pelanggaran, dan responsifitas terhadap keluhan.
d. Teknologi: Penilaian terhadap penggunaan teknologi dalam pemungutan suara, keamanan
data, dan verifikasi suara.
Pemilu Tahun 2024:
a. Perubahan Sistem: Evaluasi terhadap efektivitas perubahan sistem pemungutan suara,

53



adopsi teknologi, dan peningkatan transparansi.
b. Keterlibatan Eksternal: Penilaian terhadap keterlibatan pihak eksternal dan internasional
dalam pemantauan pemilu, serta respons terhadap rekomendasi perbaikan.
c. Penggunaan Teknologi: Evaluasi terhadap kinerja teknologi dalam verifikasi suara,
keamanan data, dan pengawasan real-time.
d. Respons Terhadap Sengketa: Penilaian terhadap responsifitas terhadap sengketa atau
keluhan, keadilan dalam penyelesaian, dan transparansi proses.
2. Evaluasi Akuntabilitas Pemilu:
Pemilu Tahun 2019:
a. Keterbukaan Informasi: Evaluasi terhadap keterbukaan informasi mengenai tahapan
pemilu, dana kampanye, dan sumber pendanaan partai politik.
b. Responsifitas Pemerintah: Penilaian terhadap responsifitas pemerintah dalam menanggapi
masalah yang muncul selama pemilu, termasuk sengketa atau pelanggaran.
c. Integritas Hasil: Evaluasi terhadap integritas hasil pemilu, termasuk keakuratan data suara,
kejelasan proses perhitungan, dan transparansi pengumuman hasil.
Pemilu Tahun 2024:
a. Penguatan Transparansi: Evaluasi terhadap peningkatan transparansi proses pemilu, akses
informasi, dan keterbukaan data.
b. Responsifitas Pemerintah: Penilaian terhadap responsifitas pemerintah terhadap sengketa
atau keluhan, serta langkah-langkah perbaikan yang diambil.
c. Kepercayaan Publik: Evaluasi terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap hasil pemilu,
integritas penyelenggara, dan proses akuntabilitas.
Evaluasi terhadap keberhasilan sistem pemungutan suara dan akuntabilitas pemilu tahun
2019 dan 2024 merupakan langkah penting dalam memastikan proses demokratis yang berkualitas
dan adil. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek Kritis seperti transparansi, integritas,
partisipasi, penggunaan teknologi, dan responsifitas pemerintah, diharapkan pemilu di masa
mendatang dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperkuat akuntabilitas, dan memajukan
demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sistem pemilihan adalah seperangkat metode yang mengatur warga negara memilih para
wakilnya. Dalam suatu lembaga perwakilan rakyat, seperti DPR atau DPRD, sistem pemilihan ini
bisa berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu kursi di lembaga
legislatif atau parlemen. Namun, ketika pemilihan itu terjadi pada seorang calon anggota legislatif,
sistem pemilihan itu bisa berwujud seperangkat metode untuk menentukan seorang pemenang
berdasarkan jumlah suara yang diperolehnya. Dalam bahasa yang sederhana, sistem pemilihan ini
pada dasarnya berkaitan dengan cara pemberian suara, perhitungan suara dan pembagian kursi.

Perbandingan kegiatan pemilu mencakup aspek-aspek yang lebih luas dalam konteks pemilu
dari tahun 2019 ke 2024, dengan fokus pada keterlibatan media, partisipasi kelompok minoritas,
keterlibatan pemuda, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan perempuan. Setiap perubahan
atau perbaikan dalam aspek-aspek ini dapat memengaruhi integritas dan representasi pemilu
secara keseluruhan.

Perbedaan sistem pemungutan suara antara pemilu tahun 2019 dan 2024 memiliki dampak
yang luas terhadap tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adopsi teknologi yang
lebih canggih, penguatan pengawasan internal dan eksternal, serta evaluasi yang mendalam
terhadap kinerja sistem, diharapkan pemilu tahun 2024 dapat mencapai tingkat akuntabilitas yang
lebih tinggi, mendukung proses demokratis yang berkualitas, dan meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap hasil pemilu.

Perbedaan sistem pemungutan suara antara pemilu tahun 2019 dan 2024 memiliki dampak
yang signifikan terhadap tingkat akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilu. Dengan adopsi
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teknologi yang lebih canggih dan sistem yang lebih transparan, diharapkan akuntabilitas dalam
pemilu tahun 2024 dapat meningkat, memberikan dasar yang lebih kuat bagi proses demokratis
yang berkualitas dan adil.
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